BAB IV
ANALISIS FATWA DSN NO 84 /DSN - MUI / XTI/ 2012
TERHADAP PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH

DI BMT SIDOGIRI CABANG SEPANJANG

A. Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah di BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang.

Penulis telah memaparkan pada bab sebelumnya, mulai dari prosedur
pembiayaan murabahah hingga proses pencairan dana pembiayaan murabahah
di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang. Jadi langkah awal yang harus dilakukan
nasabah untuk pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang adalah sebagai berikut:

Yang pertama pemohon mengajukan permohonan pembiayaan kepada
BMT Sidogiri Cabang Sepanjang dengan memenuhi syarat- syarat
pembiayaan yaitu:

1. Fotokopi KTP pemohon.

2. Fotokopi KTP suami/ istri/ wali.

3. Fotokopi Kartu Keluarga.

4. Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)

Setelah itu pemohon harus mengisi formulir pengajuan pembiayaan serta
menunjukkan bukti/ jaminan asli, lalu kemudian melengkapi berkas
pembiayaan. Setelah semua telah lengkap selanjutnya pihak BMT

melakukan survey secara langsung dan analisa terhadap pemohon terkait
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masalah perekonomian nasabah, karena dari survey yang dilakukan oleh
pihak BMT Sidogiri Cabang Sepanjang tersebut maka dapat ditentukan
berapakah persentase margin yang akan diperoleh margin sesuai dengan
kemampuan perkonomian nasabah.

setalah selesai melakukan survey dan analisa pihak BMT melakukan
verikasi berkas dan legalisasi serta pengesahan kepala cabang, kemudian
kepala cabang melakukan pengambilan keputusan pembiayaan. Proses
selanjutnya adalah penginformasian keputusan setelah melakukan survey dan
analisis oleh pemohon. Setelah itu pihak BMT melakukan proses pencairan
dan penandatanganan perikatan. Dan yang terakhir adalah pencairan dana
pembiayaan, namun sebelumnya pihak pemohon harus melakukan
penandatangan perjanjian akad dan perikatan yang isinya mengenai
penjelasan- penjelasan tentang pembiayaan murabahah seperti harga pokok
serta keuntunganya dan lain sebagainya, kemudian jika pemohon sudah
menandatangani perjanjian akad tersebut barulah pihak BMT bisa
menyerahkan dana kepada pihak pemohon.

Namun untuk pembiayaan murabahah pencairainnya bukan berupa dana,
melainkan pihak nasabah merima barang yang dipesan sesuai klasifikasi
yang diberikan kepada pihak BMT karena sesuai kesepakatan diawal bahwa
pihak BMTlah yang membelikan barang pesanan tersebut.

Setelah semua proses selesai, bersamaan dengan penerimaan barang

pesanan nasabah, nasabaahpun menyerahkan barang agunan kepada pihak
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BMT dan kemudian pihak BMT mengamankan agunan tersebut dan pihak

nasabah akan memulai pembayaran di bulan yang berikutnya.

B. Analisi Fatwa DSN No. 84 / DSN - MUI / XII / 2012 terhadap Penerapan
Pembiayaan Murabahah Di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang.

Dalam menjalankan praktik perbankan syariah di Lembaga keuangan
Syariah yang salah satunya adalah BMT, Dewan Syariah nasional (DSN)
telah mengaturnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi
pedomon pihak lembaga keuangan syariah agar menjalankan produk-
produknya sesuai dengan syariat Islam.

Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syari’ah Nasional (DSN)
membuat garis panduan pada produk syari’ah yang diambil dari sumber-
sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi
Dewan Syari’ah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syari’ah
dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari’ah sehingga
memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat.
Salah satu produk yang berkembang di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang
adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan
dengan sistem jual beli yang menyatakan harga barang dan keuntungan
(margin) yang disepakati oleh nasabah dan BMT.

Seperti di Lembaga Keuangan Syariah lainnya, pembiayaan

murabahah bisa menjadi salah satu pilihan bagi nasabah BMT Sidogiri yang
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ingin melakukan pembiayaan. Namun karena salah satu alasan, yakni margin
pada pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang dianggap
terlampau tinggi, sehingga membuat nasabah sedikit kurang berantusias
dalam melakukan pembiayaan murabahah.’

Selain karena marginnya yang terlampau tinggi, Ahmad Jaluluddin
sebagai teller di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang beranggapan bahwa
masyarakat sekitar kurang begitu memahami atau mengerti maksud dari
pembiayaan murabahah sehingga pihak BMT sulit mendapatkan nasabah. Hal
tersebut sudah terbukti, karena dari tahun 2014 — 2016 hanya 10 orang
nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang.?

Hal tersbut memicu ketertarikan penulis untuk mengkaji tentang
pengakuan keuntungan yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Cabang
Sepanjang. Berdasarkan penjelasan di awal pembahasan. Penulis telah
menerangkan bahwa margin atau keuntungan yang diperoleh setiap nasabah
berbeda - beda. Sehingga penulis ingin mengetahui apakah metode yang
digunakan oleh BMT Sidogiri sudah sesuai dengan ketentuan- ketentuan
yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-
MUI/X1I/2012 Tentang metode pengakuan keuntungan A¢-Tamwil Bi Al-
Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah pada

ketetapan ketiga (ketentuan khusus) butir 4, dimana menerangkan bahwa

! Ahmad jalaluddin, Wawancara, Sidoarjo, 16 April 2016.
2 |bid,.
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“metode pengakuan keuntungan at-tamwil bi al-murabahah yang ashlah
dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas”. Metode anuitas
sendiri sesuai pada ketetapan pertama (ketentuan umum) butir 2 dijelaskan
bawa “Metode Anuitas (Tharigah al-Hisab al-Tanazuliyyah/ Tharigah al-
Tanaqushiyyah) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara
proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan
mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang
belum ditagih (al-atsman al-mutabaqqiyah)”

Namun Ahmad Jalaludin selaku teller, beliau menyatakan bahwa
BMT Sidogiri dalam melakukan perhitungan keuntungan pembiayaan
murabahah adalah dengan cara nilai keuntungan dari harga asli barang
dikalikan dengan margin.> Sedangkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional
NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang metode pengakuan keuntungan Atz-
Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan
Syariah ketetapan ketiga perihal ketentuan khusus butir 5 menyatakan
“Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan a¢-7amwil bi
al-Murabahah secara anuitas, porsi keuntungan harus ada selama jangka
waktu angsuran; keuntungan af-famwil bi al-murabahah (pembiayaan
murabahah) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang
pembiayaan murabahah berakhir/ lunas dibayar”. Pada praktik yang
diterapkan di BMT Sidogiri Cabang Sepanjang perhitungan yang digunakan

adalah dengan cara nilai keuntungan dari harga asli kemudian dikalikan

3 Ibid,.
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dengan margin. Hal tersebut berarti perhitungan margin yang digunakan oleh
BMT Sidogiri cabang Sepanjang tersebut adalah bertentangan atau
kontradiktif dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-
MUU/XII/2012 butir ketiga perihal ketetapan khusus ayat 5.

Karena dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-
MUI/XII/2012 butir ketiga ayat 5 tersebut terdapat kalimat yang menyatakan
“keuntungan at-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) tidak boleh
diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan murabahah
berakhir/ lunas dibayar”, sedangkan jika BMT memperhitungkan keuntungan
dengan cara mengalikan persentase dengan keuntungan dari harga asli maka
jelas BMT sudah mengakui keuntungan pembiayaan murabahah sebelum
piutang pembiayaan murabahah berakhir/ lunas dibayar.

Selanjutnya merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:
84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang metode pengakuan keuntungan Az-Tamwil
Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah
butir pertama perihal ketentuan umum ayat 3 menjelaskan “Murabahah
adalah akad jual-beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan
pembeli membayarya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan;”.
Didalam penjelasan tersebut terdapat kaliamat “pembeli membayarya dengan
harga yang lebih sebagai keuntungan” dimana yang dimaksud keuntungan
disitu adalah margin. Didalam kalimat itu dijelaskan bahwa pembeli harus
membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan/ margin tanpa ada

kriteria. Yang dimaksud dengan kriteria disini adalah tanpa adanya perbedaan
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margin bagi setiap nasabah/ pembeli dalam pembiayaan murabahah. Namun
dalam pengaplikasiannya, BMT Sidogiri cabang Sepanjang bisa memberikan
margin/ keuntungan yang berbeda- beda setiap nasabahnya. Karena BMT
Sidogiri cabang Sepanjang tidak memberikan ketentuan yang jelas untuk
marginnya sendiri. BMT Sidogiri cabang Sepanjang memberikan patokan
untuk marginya adalah 2,5% - 3% untuk nasabah yang melakukan
pembiayaan murabahah. Jadi dalam hal ini BMT Sidogiri tidak melakukan
kejelasan dalam memberikan keuntungan/ margin kepada setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan murabahah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan
Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUI/XII/2012 butir pertama
perihal ketentuan umum ayat 3 yang menjelaskan bahwa “Murabahah adalah
akad jual-beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membayarya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan;” dalam fatwa
tersebut menjelaskan tentang keuntungan tanpa adanya criteria, namuan
fakta yang terjadi di lapangan adalah BMT Sidogiri cabang Sepanjang
menerpakan adanya criteria dalam penentuan keuntungan untuk nasabahnya
yang melakukan pembiayaan murabahah. Selain hal tersebut kontradiktif
atau bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-
MUUI/XII/2012 butir pertama perihal ketentuan umum ayat 3, hal tersebut
juga dapat merugikan pihak nasabah, sedangkan murabahah sendiri
merupakan salah satu akad yang saling menguntungkan baik untuk pihak
BMT sebagai penjual maupun pihak nasabah sebagai pembeli yang

melakukan pembiayaan.



